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ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini adalah : pertama, Bagaimana pelaksanaan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa
Bagi Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Sidomulyo? Kedua,Apakah
faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201
PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Bagi Penerima Bantuan Langsung
Tunai di Desa Sidomulyo? Ketiga, Apakah upaya untuk mengatasi hambatan
dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022
Tentang Pengelolaan Dana Desa Bagi Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa
Sidomulyo? Tujuan Penelitian ini adalah pertama,Untuk mengetahui pelaksanaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan
Dana Desa Bagi Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Sidomulyo. Kedua,
Untuk mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Bagi
Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Sidomulyo. Ketiga, Untuk
mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Bagi
Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Sidomulyo. Metode Penelitian
dilakukan secara langsung dilapangan dengan jenis penelitian dilakukan secara
hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
bagi Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik,
Kabupaten Indragiri Hulu, belum memenuhi harapan sebagaimana yang
diamanatkan oleh peraturan tersebut.. Hambatan dalam Implementasi Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
bagi Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik,
Kabupaten Indragiri Hulu yaitu kesalahan pendataan oleh perangkat desa
dibuktikan dengan adanya masyarakat yang tidak terdata untuk mendapatkan
bantuan Langsung tunai Dana Desa, serta kurangnya keterbukaan dan edukasi
pemerintah desa dengan masyarakat desa. Upaya dalam Implementasi Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
bagi Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik,
Kabupaten Indragiri Hulu yaitu memberikan edukasi ataupun sosialisasi kepada
masyarakat, observasi ke lapangan untuk meninjau kondisi masyarakat, bersikap
adil konsisten dan terbuka serta ikut terlibat di dalam masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Bantuan Langsung Tunai, Dana Desa
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
salah satu tujuan dari kemerdekaan Indonesia adalah mewujudkan masyarakat
merdeka,bersatu,berdaulat,adil,dan makmur. Salah satu bentuknya adalah
pembangunan dengan konsep nawacita. Nawacita yang dimaksud ialah
membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah desa
dalam negara kesatuan. Desa telah diberikan atau lebih tepatnya diakui
kewenangan-kewenangan tradisionalnya berdasarkan Pasal 18B ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,ayat tersebut
berbunyi: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.

Pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 1
menjelaskan apa yang dimaksud dengan Desa. Desa adalah desa dan desa adat
atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak



tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan
dalam pasal 1 ayat 7 yang berbunyi daerah otonom yang selanjutnya disebut
daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan republik Indonesia.
Pemerintah memberikan kesempatan yang besar kepada daerah untuk
mengatur penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat yang paling rendah
tanpa melanggar konstitusi.

Pemberian otonomi seluas luasnya kepada daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarkat melalui peningkatan
pelayanan,pemberdayaan,dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui
otonomi luas,dalam lingkungan strategis globalisasi,daerah diharapkan
mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip
demokrasi,serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara
kesatuan Republik Indonesia®.

Penyelenggaraan pemerintah di desa sebagaimana disebutkan pada

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 3 yang

'Rahyunir  RaufAsas penyelenggaraan  pemerintahan daerah  dekonsentrasi,
desentralisasi,dan tugas pembantunya, (Pekanbaru: Zanafa publishing,2018), him.418



berbunyi : Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa. Yang berarti Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa yang terdiri atas
kepala desa yang mendapat pembantuan dari perangkat desa. Memperkokoh
desa menjadi sebuah prioritas yang harus dipercepat sebagai upaya
mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu menjadikan masyarakat yang
sejahtera.

Berangkat dari kondisi yang demikian, kini desa dianggap sebagai basis
pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan
bottom-up, semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumpu pada
aspirasi masyarakat. Dalam kondisi ini, masyarakat desalah yang menjadi
sasaran dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan
masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan
kesejahteraan masyarakat dengan pendampingan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Tujuannya adalah
memberikan kemandirian atau daya kepada masyarakat desa agar dapat
mengurus dirinya sendiri, dengan pemandirian masyarakat akan meningkatkan
kualitas hidup masyarakat yang dilakukan melalui berpikir bersikap dan
berperilaku untuk berubah dan maju. Pemerintah hanya bertindak sebagai
fasiliator dan motivator. Ini didorong oleh pengalaman bahwa sebagian besar

masyarakat desa masih hidup dibawah garis kemiskinan dan



ketidakberdayaan. Sehingga membutuhkan pertolongan sejak dini untuk
mengubah keadaan tersebut?.

Desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya
masyarakat desa, serta menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.
Tentunya untuk menjalankan kesemuanya itu maka pemerintah desa perlu
mendapatkan dukungan dana. Dana tersebut diperoleh dari sumber-sumber
pendapatan desa meliputi PADesa (Pendapatan Asli Desa), alokasi APBN
(Anggaran Pendapatan Belanja Negara), bagian dari PDRD kabupaten/ kota,
ADD  (Alokasi Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD
provinsi/kabupaten/kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga, dan lain-lain
pendapatan yang sah. Ini bertujuan supaya pemerintah desa dapat memberikan
pelayanan prima dengan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi
aktif dalam program kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik
sehingga tercapai pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
desa’.

Kebijakan alokasi dana desa sangat relevan dengan perspektif yang
menempatkan desa sebagai basis partisipasi. Desa mempunyai pengalaman
panjang di dalam mengembangkan pemerintahan yang sesuai dengan

kebutuhan warganya. Desa juga memiliki sumber daya lokal yang dapat

2Kiki Endah,pemberdayaan masyarakat menggali potensi lokal desa,jurnal
moderat,volume 6,Nomorl,Februari 2020.

®Aziz, Nyimas Latifah Letty. "Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa (The Village
Autonomy and The Effectiveness of Village Funds)." Jurnal Penelitian Politik Volume 1, Nomor
2, Desember 2016



menjamin berjalannya pemerintahan. Potensi partisipasi yang tinggi dari
warga juga dapat ditumbuhkan,masyarakat mempunyai modal sosial yang
tinggi untuk mendukung dan mengontrol jalannya pemerintahan. Oleh karena
itu program alokasi dana desa merupakan program yang memfokuskan pada
penyelenggaraan dan pemberdayaan desa, karena desa berhadapan langsung
dengan masyarakat dan kontrol masyarakat lebih kuat. Sebagian besar
Masyarakat Indonesia hidup di dalam komunitas pedesaan. Sehingga
desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai
dengan kebutuhan masyarakatnya *. Dalam Pasal 35 Peraturan Mentri
Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 Berbunyi Pemerintah Desa
menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari
Dana Desa, diutamakan penggunaannya untuk:
a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan
penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk Bantuan Langsung
Tunai Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak
25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;

Pada Pasal 1 ayat 34 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201
PMK.07/2022 menjelaskan mengenai pengertian Bantaun Langsung Tunai
Dana Desa, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah pemberian uang
tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana

Desa.

* Yudhana Dinarardy,Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat
(Studi pada Desa Godean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk,Disertasi Ilmu Administrasi
,Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya,2014,hIm.6



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 telah menjadi
landasan mutlak bagi desa dalam mengelola dana desa tahun 2023 untuk
mengentaskan kemiskinan ekstrem. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201
PMK.07/2022 melampirkan syarat-syarat yang ditentukan dalam penerimaan
Bantuan Langsung Tunai tersebut. Syarat tersebut terdapat dalam pasal 36
yang berbunyi :

(1) Calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a diprioritaskan keluarga
miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam
keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem.

(2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar
dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Desa
dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan
Langsung Tunai Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga
desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem.

(3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar
dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan
calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa
berdasarkan kriteria:

a. kehilangan mata pencaharian;



b. mempunyai anggota keluarga yang rentan  sakit
menahun/kronis dan/ atau difabel,

c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau

d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut
usia.

Adapun jumlah nominal yang didapat penerima terdapat pada pasal 36
ayat (8) Besaran Bantun Langsung Tunai Dana Desa ditetapkan sebesar
Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan
bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

Sekretaris Desa Sidomulyo telah mengonfirmasi bahwasanya benar Desa
Sidomulyo telah melaksanakan program kebijakan bantuan sosial salah
satunya Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan jumlah
penerima 41 orang, dan jumlah anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
Di Desa Sidomulyo Berjumlah Rp 147.600.000 per tahun. Dari hasil
Observasi yang telah peneliti lakukan, masih terdapat permasalahan yaitu
masih ada masyarakat yang sesuai Syarat pada Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 201 PMK.07/2022 tetapi tidak terdata untuk menerima Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sidomulyo. Berdasarkan permasalahan
yang peneliti uraikan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti secara
lebih dalam mengenai “Implementasi Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Bagi Penerima
Bantuan Langsung Tunai di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik

Kabupaten Indragiri Hulu”



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201
PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Bagi Penerima
Bantuan Lansung Tunai di Desa Sidomulyo Kecamatan lirik
Kabupaten Indragiri Hulu?

2. Apakah faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa
Bagi Penerima Bantuan Lansung Tunai di Desa Sidomulyo Kecamatan
lirik Kabupaten Indragiri Hulu?

3. Apakah upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang
Pengelolaan Dana Desa Bagi Penerima Bantuan Lansung Tunai di

Desa Sidomulyo Kecamatan lirik Kabupaten Indragiri Hulu?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Bagi
Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Sidomulyo Kecamatan
lirik Kabupaten Indragiri Hulu

b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan
Dana Desa Bagi Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa

Sidomulyo Kecamatan lirik Kabupaten Indragiri Hulu



c. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang
Pengelolaan Dana Desa Bagi Penerima Bantuan Langsung Tunai di

Desa Sidomulyo Kecamatan lirik Kabupaten Indragiri Hulu

2. Kegunaan Peneltian

a. Bagi penulis, Penelitian ini berguna memperdalam pengetahuan
penulis dalam bidang hukum tata negara terkait masalah yang
diteliti sekaligus sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

b. Perspektif akademis,penelitian ini diharapkan dapat memperkaya
khasanah ilmu pengetahuan, sekaligus diharapkan dapat dijadikan
referensi bagi peneliti selanjutnya.

c. Perspektif praktis,diharapkan berguna bagi lokasi dan instansi yang

berkaitan dengan penelitian ini.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil sama berat; tidak berat
sebelah; tidak memihak. Keadilan pada hakikatnya merupakan sebuah
konsep yang relatif, tidak semua orang sama, keadilan menurut seseorang
belum tentu adil bagi orang lain, jika seseorang mengaku dirinya berbuat
adil, tentu harus penting dari sudut pandang ketertiban umum. Skala
keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala

ditentukan oleh masyarakat dan ditentukan seluruhnya oleh tatanan umum



masyarakat tersebut®. Keadilan adalah kondisi yang bersifat adil terhadap
suatu sifat, perbuatan maupun perlakuan terhadap sesuatu hal ®. Sifat dari
keadilan ialah tidak dapat dinyatakan seluruhnya dalam satu pernyataan,
karena keadilan merupakan gagasan yang dinyatakan. Sudut pandang
kebaikan terhadap keadilan dapat dalam tingkat pengertian individu
hingga ke tingkat negara’. Nilai keadilan merupakan salah satu jenis nilai
yang menjadi tujuan perwujudan hukum ®, sehingga keadilan selalu
berkaitan dengan hukum®.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar
negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila
lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup
bersama.Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat
keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan
dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan
masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan

Tuhannya.

®M. Agus Santoso,Hukum,Moral & keadilan sebuah kajian filsafat hukum,(Jakarta:
Kencana,2014),hIm.85

® Purwana, Agung Eko. Masykuroh, Ely, ed. Keadilan: Pendekatan Ekonomi
Islam Teori, Masalah, dan Kebijakan, (Jakarta : 2016)

"Michael Tomy,2017,Diskursus Keadilan dalam pasal 24 Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 23 tahun 2012 tentang kepariwisataan.Prosding Seminar nasional Multi
Disiplin ilmu dan Call of Papers (Online) UNISBANK ke-3:402.Diakses pada 23 Maret 2024

® Prita, S., dan Adhitya, R Nurachma, Shara, (ed). Filsafat Hukum, (Depok:
Rajawali Pers,2020),hIm. 190.

9Marsaid zuber dan Romziatussa’adah,Anak dan penyalahgunaan Narkoba Menurut
Hukum Positif dan hukum islam persepektif Nilai Kepatutan dan Keadilan Fakultas Syaria’ah dan
Hukum Univerisitas Islam Negeri Raden fatah.him.130

prita, S., dan Adhitya, R Nurachma, Shara, (ed). Filsafat Hukum... op.cit.
him. 86.
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keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak
lain sesuai dengan haknya. yang menjadi hak setiap orang adalah diakui
dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya,
dan sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan
agamanya. plato membagi keadilan menjadi keadilan individual dan
keadilan bernegara. Menurutnya keadilan individual adalah kemampuan
seseorang menguasai diri dengan cara menggunakan rasio'’. Sedangkan
menurut Aristoteles keadilan dibagi lima bentuk yaitu :
a. keadilan komutatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang tanpa
melihat jasa-jasa yang dilakukannya
b. keadilan distributif, yaitu perlakukan terhadap seseorang sesuai
dengan jasa-jasa yang telah dibuatnya
c. keadilan kodrat alam, yaitu memberi sesuatu sesuai dengan yang
diberikan orang lain kepada kita.
d. keadilan konvensional, yaitu seseorang telah menaati segala
peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan.
e. keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah
berusaha memulihkan nama baik yang telah tercemar
Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak, sehingga akan sulit
mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan. Untuk
itu perlu dirumuskan definisi yang paling tidak mendekati dan dapat

memberi gambaran arti keadilan. Definisi mengenai keadilan sangat

"Jan Hendrik Raper, Filsafat politik plato, (Jakarta : Rajawali Pers, 1991), him 81
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beragam, dapat ditunjukkan dari berbagai pendapat yang dikemukakakn
oleh para pakar di bidang hukum yang memberikan definisi berbeda-beda
mengenai keadilan. Thomas Aquinas membedakan keadilan menjadi dua
kelompok, yaitu keadilan umum atau keadilan menurut kehendak undang-
undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum dan keadilan
khusus yang didasarkan atas kesamaan atau proporsionalitas*.

Pada umumnya keadilan dan kata adil digunakan dalam empat hal
yaitu keseimbangan, persamaan, dan non diskriminasi, pemberian hak
kepada yang berhak, dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan

kelayakan®®.

2. Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan hukum merupakan tujuan hukum sebagai salah satu alat
untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Hal ini
terlihat dari fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia,
hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Masyarakat
mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan hukum. Maka pelaksanaan
hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan
sampai justru karena aturan hukumnya yang menimbulkan keresahan di
dalam masyarakat'*. Bentham menyebutkan bahwa the aim of law is the

greatest happines for the greatest number, memberikan arti dari tujuan

> Muhammad taufik, Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan, Jurnal Studi Islam,
Volume 19, Nomor 1, Juni 2013, him. 43

" Ibid

“Ibnu Artadi,Hukum : Antara nilai-nilai Kepastian,kemanfaatan Dan keadilan, Jurnal
hukum dan Dinamika Masyarakat, 2006, Universitas 17 Agustus 1945,Semarang,hlm.74.
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hukum yaitu untuk mengupayakan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi

sebanyak-banyaknya manusia sebagaimana dikemukakan Jeremy

Bentham :
Tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan
terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi,
konsepnya menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum,
Ukurannya adalah bagian yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-
banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini
sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan

kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai
kebahagiaan™

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam teori kemanfaatan

hukum:

a. Kemanfaatan Individu: Hukum harus memberikan perlindungan
dan keuntungan bagi individu dalam masyarakat. Ini mencakup
hak-hak asasi individu, hak kepemilikan, dan perlindungan
terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

b. Kemanfaatan Sosial: Hukum harus mengatur perilaku masyarakat
secara keseluruhan untuk menciptakan ketertiban sosial dan
mempromosikan kesejahteraan umum. Ini dapat mencakup regulasi
bisnis, perlindungan lingkungan, dan kebijakan sosial.

c. Keadilan: Hukum harus menghasilkan keadilan yang merata bagi
semua individu dalam masyarakat. Ini mencakup perlakuan yang
adil di pengadilan, akses yang setara terhadap sistem hukum, dan

penegakan hukum yang konsisten.

5 Besar, Utilitalisme Dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia Di
Indoenesia, https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-
perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/,diakses pada tanggal 29 maret 2024
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d. Efisiensi: Hukum harus efisien dalam mencapai tujuan-tujuannya.
Ini mencakup penggunaan sumber daya yang efektif, proses hukum
yang cepat, dan pengambilan keputusan yang tepat®.

Kemanfaatan itu sendiri dapat diartikan sebagai optimalisasi dari
tujuan sosial dari hukum, setiap hukum dimaksudkan untuk mewujudkan
ketertiban dan keteraturan sebagai tujuan akhir, tetapi juga mempunyai
tujuan sosial tertentu, vyaitu kepentingan yang diinginkan untuk
diwujudkan melalui hukum, baik yang berasal dari orang perseorangan
maupun masyarakat dari negara®’.

Hukum yang dimaksud Jeremy Bentham didasari pada prinsip
kemanfaatan. Tujuan hukum menurut Jeremy Bentham ini adalah
memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sepenuhnya kepada
masyarakat berdasarkan falsafah sosial yang menyebutkan setiap
masyarakat menginginkan kebahagiaan dan hukum sebagai alat untuk
mewujudkan kebahagiaan tersebut®®

Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa
dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia.
Menurut aliran Utilitarianisme, penegakan hukum mempunyai tujuan
berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan

hanya sekedar membalas perbuatan pembuat pidana, bukanlah sekedar

' Jbnu ArtadiHukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, kemanfaatan dan

Keadilan......Loc.Cit.

Y Margono Tarmizi, Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan
Hakim, (Jakarta Timur: Sinar Grafika,2019), him.110

*Hyronimus Rhiti Darmodihardjo, Filafat Hukum Edisi Lengkap : dari klasik sampai
postmodernisme / Hyronimus Rhiti , (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2015), him 23
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untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang
melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang
bermanfaat. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan
(happiness). Hukum vyang baik adalah hukum yang memberikan
kebahagiaan bagi banyak orang™.

3. Teori kepastian

Jika membahas tentang kepastian hukum tentu sangat erat kaitanya
dengan validitas norma dalam aturan itu sendiri, dalam hal ini Bruggink
membagi validitas (keberlakuan norma) menjadi tiga bagian. Pertama:
validitas faktual, kedua: validitas normatif, ketiga: validitas evaluatif.

Jika ditarik pemahaman tentang validitas dapat diartikan, Validitas

adalah eksitensi norma secara spesifik. Suatu norma adalah valid

merupakan suatu peryataan yang mengasumsikan eksistensi norma
tersebut dan mengasumsikan bahwa norma itu memiliki kekuatan
mengikat (binding force) terhadap orang yang perilakunya diatur.

Aturan adalah hukum, dan hukum yang jika valid adalah norma. Jadi

hukum adalah norma yang memberikan sanksi.

Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah
tetap, mesti dan tentu. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian
kepastian yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan
sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang

mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian

hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum

Hukum,

¥ Hasaziduhu Moho, Penegakkan hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian
Keadilan, dan Kemanfaatan, Jurnal Warta, Vol 13, No 1, Januari 2019, him. 23
% Jimli Asshiddigie dan Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta:

Konstitusi Press, 2006) him 35

15


https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/issue/view/32

suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban
setiap warga negara®.

Pada Pasal 1 KUHP yang berbunyi : Tiada suatu perbuatan dapat
dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan per undang-
undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Yang menjadi
asas legalitas asas yang menitikberatkan terhadap kepastian hukum.

Banyak dari para ahli hukum telah memberikan pendapatnya terhadap
apa yang dimaksud dengan asas hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, “asas
hukum adalah jiwanya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan
dasar lahirnya peraturan hukum”?.

Konsep kepastian hukum dalam tataran teori hukum tidak mempunyai
makna yang sama. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa pendapat yang
mencoba menjelaskan pengertian istilah ini dengan beberapa argumentasi
dan sudut pandang dalam arti sempit dan luas. Beberapa pendapat yang
dikemukakan di sini adalah pendapat Yance Arizona:

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab

secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif

adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti
karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas, dalam artian tidak
menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia

menjadi suatu sistem norma, dengan norma lain sehingga tidak
berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang

2! Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(

Jakarta: Balai Pustaka, 1997), him. 735

Zgatjipto Rahardjo,llmu Hukum,R.Tony Prayoga (Ed) Penerapan Asas Kepastian Hukum

dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil Dan dalam
Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman beracara dalam
pengujian Undang-Undang (Bandung: Alumni,1986), him.85
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ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi
norma, reduksi norma atau distorsi norma?>.

Pernyataan ini dapat digolongkan sebagai pendapat dalam sudut
pandang hukum positivis karena lebih melihat kepastian hukum dari segi
kepastian hukum peraturan per undang-undangan. Kepastian hukum harus
ditunjukkan dengan adanya ketentuan yang tidak menimbulkan multi tafsir
rumusan gramatikal dan anatomi antar peraturan, sehingga menciptakan
kondisi hukum yang tidak menimbulkan kerancuan dalam penerapan atau
pengawasan. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga
dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang menerapkan aturan
tersebut?.

Makna kepastian dapat diartikan agar adanya kejelasan dan kepastian
dalam penerapan hukum dalam masyarakat. Hal iniagar tidak
menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum merupakan jaminan
bahwa hukum ditegakkan, bahwa orang-orang yang berhak atas hukum
menerima haknya dan keputusan-keputusan dapat dilaksanakan. Kepastian
hukum merupakan perlindungan yang sah terhadap tindakan sewenang-
wenang, artinya seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diinginkannya
dalam keadaan tertentu. Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara
pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak

menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi

®yance Arizona, Apa itu Kepastian Hukum

(online),https://yancearizona.wordpress.com/2008/04/13/apa-itu-kepastian
ukum/,diakses pada tanggal 29 maret 2024

*Tata Wijayanta,Asas Kepastian Hukum,Keadilan dan Kemanfaatan Dalam kaitannya

Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga,Jurnal Dinamika hukum Vol. 14 Nomor 2 Mei
2014, him.219
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suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau
menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari
ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma
atau distorsi norma®®. Kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum
yang jelas, tetap dan seragam, di mana penerapannya tidak dapat

dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subyektif?°.

4. Teori Kesejahteraan

Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau
sekolompok orang, laki-laki dan perempuan mampu memenuhi hak-hak
dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang
bermartabat.

Kesejahteraan dan Negara Kesejahteraan Kesejahteraan menjadi tujuan
utama kehidupan tiap individu dengan ukuran-ukuran yang berbeda sesuai
dengan pandangan, agama, dan doktrin mereka masing-masing. Dalam
dunia Internasional, indikator tersebut sering merujuk kepada pendapatan

perkapita, panjangnya masa hidup dan tingkat pendidikan yang diraih?’.

® R. Tony Prayogo,penerapam asas kepastian hukum dalam peeraturan

mahkamah agung nomor tahun 2011 tentang hak uji materil dan dalam peraturan
mahkamah konstitusi nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian
undang-undang,Jurnal Legislasi Indonesia, volume 13,Nomor 02,Juni 2016,hIm194

%Fauzie Kamal Ismail ,Kepastian Hukum Atas Akta Notaris Yang Berkaitan Dengan

Pertanahan, Raimond Flora Lamandasa (Ed), Penegakan Hukum,Tesis Fakultas Hukum,Depok:
Program Pascasarjana Universitas Indonesia,2011,him.2

"' H. Satria Azizy (Ed) , Mendudukkan Kembali Makna Kesejahteraan Dalam Islam,

(Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies (C10S), 2015), him.2
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Konsep kesejahteraan sosial setidaknya dapat dibatasi menjadi sebuah
bidang kajian akademik dan sebagai sebuah institusi sosial dalam sistem
kenegaraan. NASW (National Association of Social Workers) sebuah
organisasi pekerjaan sosial di Amerika, mendefinisikan social welfare
sebagai sistem suatu negara yang berkenaan dengan program, keuntungan,
dan pelayanan yang membantu masyarakat untuk menemukan
kebutuhakan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang menjadi
dasar bagi kelangsungan hidup mereka. Pada akhirnya, Perbincangan
mengenai kesejahteraan sosial akan mengkerucut pada dua poin utama,
yaitu (1) apa yang didapatkan individu dari masyarakatnya, dan (2)
seberapa jauh kebutuhan-kebutuhan mereka terpenuhi.

Hingga saat ini, dikenal tiga bentuk model penyelenggaraan
kesejahteraan sosial, yaitu residual welfare state yang memberikan
pemerintah lebih sedikit kesempatan dalam intervensi publik sehingga
sangat membuka pintu untuk swastanisasi, model institusional/ universalist
welfare state yang menekankan negara untuk memberikan pelayanan
publik yang maksimal dan komprehensif, dan social insurance walfare
yang berupaya menempatkan social welfare (campur tangan negara dalam
urusan kesejahteraan sosial) sebagai alat untuk meningkatkan produktifitas

kelompok masyarakat penerima layanan kesejahteraan sosial dalam jangka

2 bid
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panjang. Implementasi konsep ini dengan integrasi fungsi pemerintah -
dunia usaha — buruh®,

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial,
material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan,
kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan
batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha
pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya
bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung
tinggi hak-hak asasi®

Menurut kamus besar bahasa Indonesia menjelaskan bahwa sejahtera
itu berarti aman sentosa dan makmur, sedangkan kesejahteraan adalah
suatu kondisi dimana seseorang manusia merasa hidupnya sejahtera®!.
Rasa sejahtera itu sendiri timbul akibat kebebasan dari ketakutan, bebas
dari tekanan-tekanan, bebas dari kemiskinan dan berbagai macam
kekuatan akan jauh lebih terasa jika di masyarakat ada kecukupan barang,
jasa, dan kesempatan®?.

Masyarakat miskin pada umumnya tidak mendapat rasa kesejahteraan
ini, dikarenakan minimnya jumlah pendapatan yang mereka peroleh setiap

harinya yang mengakibatkan mereka sulit untuk memenuhi kebutuhannya.

» Darmawan Tribowo dan Sugeng Bahagijo, Mimpi Negara Kesejahteraan, (Jakarta:

Pustaka LP3ES, 2006), him.29.

% Armania Rambe, Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga dan Tingkat Kesejahteraan

(Kasus di Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara), Tesis IImu Keluarga dan konsumen fakultas
ekologi manusia, Bogor : Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, 2004, him.52

%! Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai

Pustaka, 2005), him. 270

%2 Sarbini, Sumawinata, Politik Ekonomi Kerakyatan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

2004), him. 99.
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Keluarga-keluarga miskin harus membelanjakan pendapatan mereka
terutama pada kebutuhan hidup makanan dan perumahan .

Kesejahteraan menurut pandangan masyarakat modern yaitu suatu
kondisi dimana kebutuhan pokok seseorang dapat terpenuhi, baik itu
kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta
kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang
layak yang dapat mengangkat derajat kualitas hidupnya sehingga bisa
mempunyai status sosial terhadap warga lainnya. Kemudian, menurut
pengertian Hak Asasi Manusia (HAM). kesejahteraan didefinisikan bahwa
setiap laki laki maupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak
untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman,
perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar
HAM*

Garda maeswara menjelaskan kesejahteraan merupakan rasa nyaman
masyarakat karena terpenuhinya keinginan lahir dan batin. Kesejahteraan
lahir meliputi kesejahteraan ekonomi sosial seperti kesejahteraan sandang,
pangan, dan papan. Sedangkan kesejahteraan batin, itu yang bersifat

emosional, intelektual, dan spiritual masyarakat®

% Haris Munandar (Eds), llmu Makro Ekonomi, (Jakarta: Media Global Edukasi, 2004),
him. 127

% |khwan Abidin Basril, Islam dan Pembangunan Ekonomi, (Jakarta: Gema Insani Press
,2005) ,him.24.

% Ellyana Kusumawardhani,  Pelaksanaan PNPM Mandiri dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso, Pati, Jurnal limiah PPKN,
Volume 2, Nomor 1, 2014, him. 27-28
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Menurut David Mc Celland, kesejahteraan didapatkan ketika seseorang
mempunyai etos kerja yang baik. Seseorang itu sendirilah yang
mempunyai  tanggung jawab atas masa depannya terhadap
kesejahteraannya. Hal ini akan terjadi ketika seseorang itu bisa menjadi
pesaing yang baik dan mempunyai tingkat keinginan untuk berprestasi di

dalam diri sendiri.*®

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis.
Penelitian hukum sosiolgis adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum
yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala
sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam

hubungan hidup bermasyarakat®’.

2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik
Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.
3. Populasi Dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga

berbentuk gejala,atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang

% Luthfi J. Kurniawan, Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial, (Malang: Intrans
Publishing, 2015), him.11.

¥ Muhaimin Metodologi Penelitian Hukum , (Mataram: Mataram University
Press, 2020), him.25.
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sama>®. Populasi yang akan penulis ambil yaitu Sekretaris Desa
Sidomulyo, Kepala Urusan Perencanaan desa Sidomulyo, Ketua Badan
Permusyawaratan Desa Sidomulyo, dan masyarakat desa Sidomulyo
yang sesuai persyaratan tetapi tidak menerima Bantuan Langsung
Tunai.
b. Sampel

Menurut Christina P.Parel "...the process of choosing a
representative portion of population. It contracts especially with the
pricess of complete enumeration,in which every member of the defined
popuation is include®..."

Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan
berdasarkan populasi, dengan cara menggunakan Metode Sensus, yaitu

dengan menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1

Populasi Dan Sampel

No. Jenis Populasi Jumlah  Jumlah  Persentase
Populasi  sampel %
1. Kepala Desa Sidomulyo 1 1 100

% Amiruddin dan Zainal Asikin,Pengantar Metode Penelitian Hukum,(Mataram: PT raja
Grafindo Persada,2003),him.95.
Soerjono soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:Ul
PRESS,1986),hIm 172
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Kepala Urusan Perencanaan Desa 1
Sidomulyo
Ketua Badan Permusyawaratan 1

Desa Sidomulyo

Masyarakat yang sesuai dengan 6
persyaratan tetapi tidak menerima

Bantuan Langsung Tunai

1 100
1 100
6 100

4. Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti mengambil jenis

penelitian Hukum Sosiologis,sumber data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh di lapangan sesuai

dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data primer

dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis terdapat tiga

teknik pengumpulan data yang
digunakan secara sendiri-sendiri
digunakan secara bersama-sama
pengumpulan data yang penulis
wawancara, dan kajian kepustakaan

b. Data Sekunder

“*Amiruddin dan Zainal Asikin,Pengantar Metode Peneliytian Hukum

dapat digunakan, baik
atau terpisah maupun
sekaligus “° . Teknik

ambil yaitu observasi,

....... Loc.Cit
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Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan
yang bersifat mendukung data primer. Data tersebut berupa
semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan
dokumen-dokumen resmi*.

c. Data Tertier
Data Tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk
atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder
*2yang terdiri dari:
1. Kamus Hukum;dan

2. Kamus Besar Bahasa Indonesia;

5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti
untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Teknik Pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
a. Observasi
Observasi /pengamatan Observasi adalah teknik pengamatan
yang didasarkan atas pengalaman secara langsung, tujuannya
mendapatkan keterangan mengenai situasi dengan melihat dan
mendengar apa yang terjadi, kemudian semuanya dicatat secara

cermat, teknik observasi yang dilakukan peneliti ini menuntut

“ peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum,(Surabaya:Kencana Prenada
Media Group,2005),him 141

2 Mukti Fajar & Yulianto Achmad , Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) ,him 192.
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adanya pengamatan yang baik terhadap penelitian®. Metode
observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan
data-data yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan
menteri  keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 tentang
pengelolaan dana desa bagi penentuan penerima bantuan
langsung di Desa Sidomulyo.
b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang
dilakukan oleh dua pihak, vyaitu pewawancara Yyang
mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai Yyang
memberikan jawaban atas pertanyaan itu. \Wawancara
dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung
antara peneliti dengan responden atau narasumber atau
informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah
bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena
tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang
hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada
responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat
menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab
dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan

data yang dibutuhkan®.

* Lexy J.Moloeng,Metodelogi  Penelitian,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya
2018),him.125
“ bid, hIm.95
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c. Kajian Kepustakaan
Kajian pustaka adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari
jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori
serta informasi baik masa lalu maupun saat ini,
mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang
dibutuhkan untuk proposal penelitian. Dalam penelitian
pendidikan, peneliti biasanya mementingkan kajian pustaka
yang diambil dari artikel pada jurnal. Namun demikian, peneliti
juga membutuhkan informasi lain yang diambil dari makalah

konferensi, buku, dan dokumen pemerintah®.

6. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, baik melalui
penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan selanjutnya
dilakukan analisis dengan deskriptif kualitatif, yaitu mengelompokkan
data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dengan
bertitik tolak pada permasalahan kemudian hasilnya disusun secara
sistematis  sehingga menjadi data yang konkrit. Metode
pengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari lapangan
menurut dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori

yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban

*® Widiarsa, kajian pustaka (literature review) sebagai layanan intim pustakawan
berdasarkan kepakaran dan minat pemustaka (Online), ,
https://journal.ugm.ac.id/v3/M|/article/download/3940/1363/#:~:text=Kajian%20pustaka%20adala
h%?20ringkasan%20tertulis,yang%20dibutuhkan%20untuk%20proposal%20penelitian, diakses
pada tanggal 23 Mei 2024
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atas permasalahan yang diajukan®. Pada penelitian ini, analisis yang

penulis  gunakan yaitu cara  berpikir  deduktif

% Masri Singarimbun dan sofyan Efendi,Metode Penelitian Survey,(Jakarta:
LP3ES,2011),him.63
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan mengenai implementasi Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Baagi

Penerima Bantuan Langsung tunai Di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik

Kabupaten Indragiri Hulu dapat diambil kesimpulan :

1. Dalam implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201
PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Bagi Penerima Bantuan
Langsung tunai Di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri
Hulu,belum berjalan sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan yang
ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022
Tentang Pengelolaan Dana Desa

2. Hambatan dalam implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201
PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Bagi Penerima Bantuan
Langsung tunai Di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri
Hulu yaitu kesalahan pendataan oleh perangkat desa dibuktikan dengan
adanya masyarakat yang tidak terdata untuk mendapatkan bantuan
Langsung tunai Dana Desa, serta kurangnya keterbukaan dan edukasi

pemerintah desa dengan masyarakat desa.
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3. Upaya dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201
PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa adalah Pemerintahan
desa memberikan edukasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat,
observasi ke lapangan untuk meninjau kondisi masyarakat, bersikap adil
konsisten dan terbuka serta ikut terlibat di dalam masyarakat.

B. Saran
Berdasarkan hasil pembahasan terhadap implementasi Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Bagi

Penerima Bantuan Langsung tunai Di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik

Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut:

1. Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201
PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa hendaknya pemerintah
desa Sidomulyo menjalankan tugas yang diamanahkan dengan
melakukan observasi ke masyarakat langsung untuk melakukan
pendataan serta menyediakan media pelaporan yang memungkinkan
masyarakat melaporkan ketidakadilan atau ketidak patuhan dalam
penentuan penerima dan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa
di desa Sidomulyo.

2. Dalam menanggapi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa
hendaknya pemerintah desa menggunakan teknologi informasi untuk

memberitahu informasi-informasi penting mengenai bantuan langsung
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tunai dana desa di desa Informasi ini juga harus terbuka ini agar mudah
diakses oleh masyarakat.

Dalam menanggapi upaya dalam pelaksaaan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa
hendaknya pemerintah desa menganggarkan Bantuan Langsung Tunai
Dana Desa sebesar 25% dan pemerintah desa hendasknya banyak
mendengarkan, melibatkan diri, serta bekerjasama untuk menjalin

keharmoniasan antara masyarakat dan Pemerintah desa Sidomulyo.
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